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Abstrak : Pelaksanaan atau implementasi kebijakan tata ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat mengindikasikan adanya permasalahan dalam keefektifannya. Permasalahan yang sering terjadi adalah tidak sesuainya pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Dengan kata lain terdapat penyimpangan (deviasi) pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Hal ini menunjukkan terjadinya permasalahan dalam implementasi kebijakan tata ruang. Dalam implementasi kebijakan tata ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat, sub-variabel sumber daya, komunikasi, dan sikap berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan ruang, sedangkan sub-variabel struktur birokrasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan ruang.









Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan perencanaan pembangunan sebagai pedoman pembangunan. Agar tercapai koordinasi keseluruhan pembangunan di daerah perlu mencakup segi keruangan (spasial).      

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan di daerah khususnya yang berkaitan dengan keruangan, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, [1]. (dan penyempurnaannya yaitu UU No 26 tahun 2007) tentang Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. 

Berdasarkan UU tentang Penataan Ruang, penataan ruang terdiri atas 3 proses kegiatan, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini rencana tata ruang sebagai hasil perencanaan tata ruang (proses 1) harus dapat dijadikan pedoman dalam pemanfaatan ruang (proses 2). 

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan tata ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat mengindikasikan adanya permasalahan dalam keefektifannya. Fakta-fakta menunjukkan telah terjadi deviasi rencana tata ruang di Propinsi Jawa Barat dalam angka yang signifikan (berdasarkan informasi dari Bappeda Propinsi Jawa Barat, rata-rata deviasi sebesar 33 %), berkurangnya kawasan hutan lindung (untuk konteks wilayah) dan terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai rencana di kawasan perkotaan.  

Dalam kawasan perkotaan, penyimpangan rencana tata ruang dapat dilihat dari pengembangan kawasan permukiman di kawasan resapan air (Kawasan Bandung Utara dan Kawasan Puncak), kawasan sempadan sungai, kawasan permukiman menjadi kawasan komersial, yang dapat menyebabkan perubahan struktur kota dan menimbulkan permasalahan-permasalahan kota yang tidak diharapkan. Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan adanya perbedaan antara yang diinginkan dalam kebijakan rencana tata ruang (das sollen) dengan pemanfaatan ruang yang  ada (das sein). 

Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat. Rencana tata ruang merupakan salah satu lingkup substansi kebijakan publik karena rencana tata ruang merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki implikasi terhadap publik atau menyangkut kepentingan publik terutama yang berkaitan dengan ruang. 

Oleh karena itu permasalahan dalam implementasi kebijakan tata ruang di Propinsi Jawa Barat akan dikaji melalui analisis kebijakan publik, khususnya implementasi kebijakan. Dalam siklus kebijakan atau proses pembuatan kebijakan (policy making process), impelementasi kebijakan (policy implementation) merupakan tahapan yang sangat penting. Menurut Udoji, implementasi kebijakan bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan, karena kebijakan hanyalah berupa impian atau cetak biru saja kecuali kebijakan tersebut diimplementasikan, Wahab [2].

Efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan tergantung pada beberapa faktor. Berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh, di satu pihak isi kebijakan itu sendiri seperti sumber daya, personil, manajemen serta aturan, dan di pihak lain oleh lingkungan kebijakannya, Wibawa [3]. 

Menurut George C. Edward III yang mengemukakan model implementasi kebijakan, terdapat 4 (empat) faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi (communication), sumber daya (resources),sikap/kecenderungan (dispositions), dan struktur birokrasi (bureucratic structure), Edward III [4]. Dengan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan tata ruang di Propinsi Jawa Barat maka perlu diketahui dimensi-dimensi apa saja yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan ruang. 

Dengan mengenali dimensi-dimensi yang mempengaruhi serta mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap efektivitas pemanfaatan ruang, dapat dilakukan upaya peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat pada masa yang akan datang. 

Oleh karena itu penelitian tentang pengaruh implementasi kebijakan rencana tata ruang terhadap efektivitas pemanfaatan ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat perlu dilakukan.
	
1.2	Rumusan Masalah
Pernyataan masalah (problem statement) dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan tata ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat belum optimal sehingga pemanfaatan ruang belum efektif atau belum sesuai dengan yang direncanakan. 

Hal ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi dalam implementasi kebijakan tata ruang dalam kondisi yang belum optimal. Oleh karena itu perlu diketahui sejauhmana pengaruh dimensi-dimensi tersebut sehingga efektivitas pemanfaatan ruang dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kondisi dimensi-dimensi tersebut.       
Dari pernyataan masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1.	Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan tata ruang terhadap efektivitas pemanfaatan ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat?
2.	Apa saja dimensi-dimensi implementasi kebijakan yang berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat?
3.	Adakah faktor-faktor lain di luar implementasi kebijakan yang berpengaruh terhadap efektifitas pemanfaatan ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat, jika ada apakah faktor-faktor tersebut?

1.3	Tujuan 
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.	Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh implementasi kebijakan tata ruang terhadap efektivitas pemanfaatan ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat.
2.	Untuk mengkaji dan menganalisis dimensi-dimensi implementasi kebijakan tata ruang yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat.
3.	Menemukan konsep baru serta dimensi-dimensi penting lainnya dari implementasi kebijakan yang berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan ruang, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan konsep implementasi kebijakan.

II. 	METODE 
Adapun penelitian ini adalah penelitian survei yang mengambil sampel dari satu populasi untuk mewakili seluruh populasi. Penelitian ini menggunakan desain eksplanasi (explanatory research). Obyek telaahan desain ini adalah untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengaruh variabel yang dihipotesiskan dan sejauh mana serta seberapa besar prosentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, Singarimbun [5]. 

Adapun variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah variabel implementasi kebijakan tata ruang yang terdiri dari 4 (empat) sub-variabel, yaitu :
X1 adalah Komunikasi,
X2 adalah  Sumber Daya (Resources),
X3 adalah  Dispositions (Sikap),
X4 adalah Struktur Birokrasi.

Sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah efektivitas pemanfaatan ruang. Pengumpulan data akan dilakukan melalui metode survai sampling, artinya penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa responden penelitian yang dipilih melalui metode sampling di beberapa kabupaten/kota yang kemudian hasil penelitian yang dilakukan akan diuji sesuai dengan hipotesis penelitian yang dirumuskan sehingga akan dapat menjawab identifikasi masalah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan.

Supaya keberadaan data yang diperoleh dapat digunakan sebagai ukuran besaran pengaruh dari setiap variabel penelitian yang dilakukan, dimana dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian kausalitas dari beberapa variabel bebas X (implementasi kebijakan tata ruang )  terhadap sebuah variabel respon Y  (efektifitas pemanfaatan ruang), maka analisis data yang akan digunakan adalah analisis regresi linear multipel yang dilanjutkan dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis). 

III.	HASIL DAN PEMBAHASAN 











Berdasarkan hasil analisis tampak bahwa Implementasi Kebijakan Tata Ruang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang yaitu sebesar 71,54 %. Sedangkan sisanya sebesar 28,46 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar Implementasi Kebijakan Tata Ruang. 

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa sub variabel Komunikasi, Sumber Daya, dan Sikap memberikan pengaruh yang bersifat signifikan terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat, sedangkan Struktur Birokrasi memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat.        

Pengaruh sub variabel Komunikasi terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat adalah sebesar 29,77 % (nilainya signifikan). Dibandingkan dengan pengaruh sub variabel yang lainnya, Komunikasi memberikan pengaruh kedua terbesar setelah sub variabel Sumber Daya terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat. 

Model implementasi kebijakan bahwa Komunikasi adalah faktor yang pertama harus ada dan oleh karena itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan [4]. 

Hal ini dikatakan oleh [4] sebagai berikut :
“The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to the appropriate personnel before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors.”
Pengaruh sub variabel Sumber Daya terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat adalah sebesar 40,27 % (nilainya signifikan). 

Dibandingkan dengan sub variabel yang lainnya, Sumber Daya memberikan pengaruh terbesar terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat dibandingkan dengan pengaruh sub variabel-sub variabel lainnya. Pengaruh Sikap terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat adalah sebesar 1,04 % (nilainya signifikan). 

Hasil penelitian ini apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan sudah menunjukkan kesesuaian, [4]. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, [4].  

Demikian juga sebaliknya, apabila sikap-sikap dan perspektif implementor berbeda dari pembuatan keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.  

Hal ini dikemukakan oleh Edward III sebagai berikut, [4]:

” If implementors are well-disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decision makers intended.  But when implementors’ attitudes or perspectives different from the decision makers’, the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated  .”

Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat adalah sebesar 0,47 % (nilainya tidak signifikan). Dengan tersebarnya kewenangan dan sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan tata ruang yang kompleks maka dibutuhkanlah koordinasi [4]. 

Dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang sangat banyak instansi yang terlibat. Hal ini disebabkan karena berbagai instansi/sektor tersebut dalam pelaksanaan tugasnya akan berlokasi pada tempat tertentu secara geografis (memiliki aspek spasial). Karena banyaknya instansi yang terkait maka dibutuhkan koordinasi. 

Dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan penataan ruang di Propinsi Jawa Barat telah dibentuk sebuah tim yang disebut Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Di setiap Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat juga telah terbentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Namun demikian, efektivitas TKPRD di kabupaten/kota pada umumnya belum efektif dalam menyelesaikan permasalahan penataan ruang di daerah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1	Kesimpulan
1.	Implementasi kebijakan tata ruang secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan tata ruang maka secara signifikan pemanfaatan ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat akan semakin efektif.
2.	Dalam implementasi kebijakan tata ruang di Propinsi Jawa Barat, sub-variabel Komunikasi, Sumber Daya, dan Sikap berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan ruang, sedangkan sub-variabel struktur birokrasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan ruang. 
3.	Dari keseluruhan sub-variabel, sub variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap efektivitas pemanfaatan ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat adalah sub-variabel Sumber Daya. 




4.2.1     Saran Konseptual/Akademik
Saran-saran yang bersifat konseptual/akademik yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:
1.	Sebagai masukan konseptual dalam model implementasi kebijakan, khususnya dalam Model Edward III, disamping variabel-variabel implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi, perlu ditambahkan faktor tindak lanjut (follow-up), faktor isi kebijakan (policy content), faktor pengendalian, dan faktor lingkungan/eksternal.
2.	Mengingat studi ini dilakukan dengan metode survey secara kuantitatif maka untuk lebih mendapatkan pemahaman secara komprehensif tentang implementasi kebijakan rencana tata ruang, maka perlu dilengkapi dengan penelitian dengan metode kualitatif secara lebih mendalam terhadap setiap sub-variabel yang memiliki dimensi-dimensi kualitatif, khususnya sub-variabel Sikap.
3.	Perlu penelitian lebih lanjut untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bidang studi ilmu administrasi, khususnya mengenai implementasi kebijakan rencana tata ruang. Mengingat adanya pengaruh faktor-faktor lain di luar implementasi tata ruang, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menyangkut tindak lanjut (follow-up), isi kebijakan, aspek pengendalian, dan faktor eksternal (lingkungan kebijakan).

4.2.2   Saran Praktis/Operasional
Saran-saran yang bersifat praktis/operasional yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:
1.	Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat, maka diperlukan upaya peningkatan implementasi kebijakan tata ruang melalui peningkatan komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.
2.	Peningkatan Komunikasi rencana tata ruang dapat dilakukan dengan memperbanyak ragam/jenis media komunikasi yang digunakan, termasuk dengan memanfaatkan penggunaan teknologi canggih agar dapat diakses dengan cepat dan efisien. Peningkatan frekuensi penyampaian informasi kebijakan dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan  seminar secara periodik dan penyediaan dokumen rencana tata ruang baik hard-copy (buku dan peta) maupun soft-copy pada setiap bagian/bidang maupun seksi di dinas/instansi yang terkait dengan implementasi kebijakan tata ruang. 
3.	Peningkatan Sumber Daya dilakukan dengan peningkatan aparat, dana, informasi dan fasilitas. Peningkatan aparat dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat, melalui pendidikan dan pelatihan tata ruang serta penseleksian yang tepat sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan yang relevan. Peningkatan dana dilakukan dengan peningkatan alokasi bagi kegiatan implementasi kebijakan tata ruang. Peningkatan informasi dilakukan dengan menyiapkan sistem informasi tata ruang termasuk dengan menggunakan perangkat teknologi canggih dengan Geographic Information System (GIS). Peningkatan fasilitas dilakukan dengan penyediaan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang tata ruang.
4.	Peningkatan Sikap dilakukan dengan memantapkan pemahaman aparat tentang pentingnya rencana tata ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan sehingga akan memprioritaskan pelaksanaan kebijakan tata ruang dan tidak lagi berpikir secara sector-oriented, territorial-oriented, maupun PAD-oriented. Dalam upaya mendorong sikap mendukung pelaksanaan kebijakan tata ruang perlu diberikan penghargaan (reward) bagi pihak yang betul-betul menegakkan pelaksanaan kebijakan tata ruang, dan sebaliknya memberikan punishment bagi aparat yang tidak mendukung atau melakukan  tindakan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 
5.	Peningkatan Struktur Birokrasi dilakukan dengan lebih mengefektifkan peran Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten/Kota sebagai fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas bidang tata ruang. Peningkatan efektivitas TKPRD Kabupaten/Kota ini dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi koordinasi dalam tim tersebut serta meningkatkan komitmen setiap anggota di dalam tim tersebut.
6.	Peningkatan aspek-aspek lain yang ikut berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan tata ruang, diantaranya:
a.	Perlunya menyusun rencana detail dan teknis tata ruang dalam rangka tindak lanjut (follow-up) rencana tata ruang wilayah yang masih bersifat umum, sehingga dapat dihasilkan rumusan kebijakan yang lebih operasional dan tegas sebagai pedoman pemanfaatan ruang.
b.	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, yang dalam pelaksanaannya perlu melibatkan peran serta masyarakat.
c.	Penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran rencana tata  ruang.
d.	Perlunya memperpendek jarak waktu (gap) antara selesai tersusunnya materi rencana tata ruang dengan proses legalisasi rencana tata ruang menjadi Peraturan Daerah.
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